
WAUKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WAUKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR <0 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR

5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak
Parkir seiring dengan kondisi perkembangan Kota
Bandar Lampung, maka pcrlu dilakukan perubahan
dan penyempumaan atas Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Perturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Darurat
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55),
Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-
Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
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tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor
07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 07);

10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keija
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Bandar Lampung;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
yang selanjutnya disingkat BPPRD, adalah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung.

5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan,
adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

6. Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk dan
diberi tugas untuk mengatur Parkir di Tempat
Parkir, memungut biaya Parkir dan menyetorkan
pajak Parkir.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau
tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.

8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib pajak atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.
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9. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan parkir kendaraan
bermotor.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besamya pajak yang
terhutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

11. Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib
pajak.

12. Online adalah sambungan langsung antara
subsistem satu dengan subsistem lainnya secara
terintegrasi atau keadaan komputer yang
terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet
sehingga apabila komputer sedang online bisa
mengakses internet tersebut.

13. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk
badan usaha Lainnya.

14. Pemeriksaan pajak daerah yang selanjutnya di
sebut pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

15. Pemeriksa pajak daerah yang selanjutnya
disebut pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak
daerah.

16. Pengawasan transaksi usaha wajib pajak yang
selanjutnya disebut pengawasan, adalah suatu
proses untuk memastikan bahwa sumua
aktifitas transaksi pembayaran oleh subjek
pajak kepada wajib pajak sudah
dicatat/direkam/diinput sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan daerah.

17. Sistem informasi pajak daerah adalah perangkat
dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk
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apapun yang dapat menghubungkan secaralangsung dengan perangkat dan sistem
informasi data transaksi usaha dan pembayaran
pajak daerah dalam bentuk apapun yang
dimiliki oleh wajib pajak.

18. Data transaksi usaha wajib pajak adalah
keterangan atau data atau dokumen transaksi
pembayaran pada usaha wajib pajak yang dapat
dijadikan dasar pengenaan pajak daerah oleh
wajib pajak.

19. Alat perekam data transaksi usaha (tapping box)
adalah perangkat keras dan/atau lunak yang
digunakan untuk merekam, memproses, dan
mengirimkan data ke sistem elektronik yang
dimiliki BPPRD.

20. Laporan pemeriksaan adalah laporan tentang
hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa
secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

21. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi yang meliputi keadaan harta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan
biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap
masa pajak berakhir.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administratif, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

28. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adaJah
pembahasan yang dilakukan antara pemenksa
dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh
pendapat yang sama atas temuan selama
pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan
tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak
disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan yang ditandatangan oleh pemenksa
dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan
dasar penerbitan SKPDKB, SKPDLB, atau
SKPDKBT dan STPD.

29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Piutang Pajak Daerah adalah selisih ketetapan
pajak daerah dengan pembayaran pajak, tidak
termasuk pembayaran sanksi administrasi
pertanggal jatuh tempo untuk satu masa pajak.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
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Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak.

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat NPWPD adalah adalah
suatu sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas wajib pajak.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 11

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara
jabatan atau dibayar sendin oleh Wajib Pajak

yang dilakukan secara tunai maupun

transfer/online .
Dalam memberikan pelayanan Parkir
penyelenggara Parkir atau Wajib Pajak wajib

menggunakan alat perekam data
usaha (tapping box) yang dipasang oleh BPPRD.

Dalam hal alat perekam data transaksi usaha
(tapping box) belum terpasang pada usaha

Parkir atau usaha Wajib Pajak, maka pembenan
pelayanan Parkir dapat dilaksanakan oleh
petugas Parkir yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung,
membayar/ menyetorkan dan melaporkan
sendiri pajak terutang dengan menggunakan
SPTPD yang dilengkapi dengan sales report
dan/atau bukti pembayaran Parkir berupa

bill/faktur/kareis/struk atau sejenisnya.

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD
sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka
penetapan besamya pajak terutang dilakukan
secara jabatan berdasarkan data dan perkiraan
potensi pajak yang dimiliki oleh BPPRD
ditambah sanksi administratif berupa kenaikan
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak,
dan ditambah sanksi denda 2% (dua persen) per
bulan bila pajak dibayar melampaui tanggal
jatuh tempo pembayaran atau menunggak.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 13

(1)

(2)

(3)

Penyetoran pajak Parkir dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak secara tunai atau melalui
transfcr/online kc kas daerah dan/atau bank
tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan
menggunakan SPTPD yang dilengkapi dengan

sales report dan bukti pembayaran Parkir
berupa bill/faktur/karcis/struk atau sejenisnya.

Penyetoran pajak Parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas

Parkir.
Pajak yang disetorkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sah jika

telah masuk ke rekening Kas daerah da

selanjutnya akan diterbitkan Surat Setoran
Pajak Daerah sebagai bukti pembayaran pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 10
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